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  ABSTRAK :      -    Bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat 

di Kabupaten Aceh Barat perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama 

perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi dan untuk 

kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan 

kemitraan di Kabupaten Aceh Barat perlu adanya suatu Pengaturan. Bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh 

Barat tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.  

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU 

No.5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 

2000; UU No.31 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU 

No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 

2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.17 

Tahun 1986; Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah No.44 

Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001; Permen Pertanian No.98 Tahun 

2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 

5 Tahun 2011; Qanun Aceh No.6 Tahun 2012. 

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, 

Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan 

Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan 

Perkebunan, Kerja Sama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup 

Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Perbenihan, Perlindungan Tanaman, 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan 

dan Pengawasan, Perilindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan 

Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, 

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 30 November 2015  

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.  

- Penjelasan : 14 hlm 


